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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum yang mengatur 
mengenai perbankan syariah di Indonesia, untuk mengetahui implikasi hukum terhadap 
diundangkannya  Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, untuk 
mengetahui komparasi Undang-Undang No.21 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Bank 
Syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa pada saat ini lembaga perbankan sangat berperan penting dalam pembangunan 
ekonomi dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sistem perbankan konvensional 
yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan adanya system perbankan 
Islam atau perbankan syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah 
keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal 
dan dibagi menjadi 13 bab.Undang-Undang tersebut jelas jelas merupakan jaminan bagi 
kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan, sebab UU ini 
menjadi payung hukum bagi semua kalangan yang berhubungan dengan bank syariah. 
 
Kata Kunci : Perkembangan Hukum, Implikasi Hukum, Perbankan Syariah. 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the laws governing the development of Islamic banking 
in Indonesia, to determine the legal implications of the enactment of Act 21 of 2008 
concerning Islamic Banking, to determine the comparative Act 21 of 2008 by Law Islamic 
Bank in Indonesia. Based on the results of research and discussion it can be concluded that at 
this time of banking institutions play an important role in economic development and has 
developed very rapidly. Conventional banking system that existed before become more 
complete with the system of Islamic banking or Islamic banking. Islamic banking industry 
develop faster after the issuance of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. This 
law consists of 70 chapters and is divided into 13 bab.Undang Act is clearly evident is a 
guarantee for business certainty and legal protection that is necessary, because this law a 
legal umbrella for all people associated with Islamic banks. 
 







Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam 
menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Hukum perbankan adalah hukum positif 
yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah 
satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan 
kembali pada masyarakat. 1  Sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup 
prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
Tentang Perbankan, karena Undang-Undang perbankan yang lama memang sudah 
sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul 
dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian 
khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-
jasa perbankan. Disamping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan 




Pada saat ini lembaga perbankan sangat berperan penting dalam 
pembangunan ekonomi dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sistem 
perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap 
dengan adanya system perbankan Islam atau perbankan syariah. Salah satu tonggak 
perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank 
(IDB) pada tahun 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Berdirinya IDB 
ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia, termasuk di 
Indonesia. 
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Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 
prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank Umum Syariah dan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah”. Pada dasarnya, aktivitas bank syariah tidak jauh 
berbeda dengan aktivitas bank-bank konvensional yang telah ada, yang menjadi 
kritik system perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal 
fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (Financial Intermediary 
Institution), akan tetapi karena didalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang 
dilarang berupa unsur perjudian (maisir), unsur ketidakpastian/keraguan (Gharar), 
unsur bunga (Interest/riba) dan unsur kebathilan.
3
 
Di Indonesia eksistensi Perbankan Syariah secara yuridis sebenarnya telah 
dimulai dengan dikeluarkanya Paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83) tentang 
penghapusan pagu kredit dan menyebutkan bahwa bank bebas menentukan suku 
bunga kredit, tabungan dan deposito. Kemudian dikeluarkan Paket Kebijakan 
Oktober 1988 (Pakto 88) tentang izin pendirian usaha bank baru. Kemudian secara 
kelembagaan dimulai dengan berdirinya Bank Islam pertama adalah Bank Muamalat 
Indonesia (BMI) yang baru bisa didirikan pada tahun 1991 dengan akte pendirian 
tanggal 1 November 1991 dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.
4
 
Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah keluarnya UU No. 
10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan 
berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dasar hukum perbankan 
syariah di Indonesia semakin kuat dan jumlah bank syariah semakin meningkat 
secara signifikan. Dimana undang-undang ini dikeluarkan guna menjamin kepastian 
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hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat 
terhadap perbankan syari’ah. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri 
bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin 
terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip kesehatan bank bagi bank syariah, dan 
yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang 
mensyaratkan pengaturan terhadap bank syariah dalam undang-undang tersendiri.
5
 
Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan pemerintah, 
mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 
70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 
(1) Bagaimanakah perkembangan hukum yang mengatur mengenai perbankan 
syariah di Indonesia? (2) Bagaimanakah implikasi hukum terhadap diundangkannya 
Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah? (3) Komparasi 
Undang-Undang No 21 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Bank Syariah di 
Malaysia? 
Tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) Untuk mengetahui bagaimana 
perkembangan hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia. (2) 
Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap diundangkannya Undang-Undang No 
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (3) Untuk mengetahui komparasi 
Undang-Undang No 21 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Bank Syariah di 
Malaysia. 
Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diambil yaitu (1) Dapat 
memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 
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dibidang hukum, khususnya perkembangan hukum yang mengatur tentang perbankan 
syariah. (2) Dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi 
penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai 
perkembangan hukum yang mengatur tentang perbankan syariah. (3) Dapat 
memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat 
luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum mengenai 
perkembangan hukum yang mengatur tentang perbankan syariah. 
Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 
menggunakan metode yuridis noematif. Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat 
Deskriptif. Data-data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Data sekunder yang 
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
 
Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara 
Kualitatif. Dengan menganalisis data sekunder yang dihubungkan data primer, 
kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta 
menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah 
kesimpulan. 
 
2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
2.1 Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah 
Di Indonesia 
 
Secara singkat periodisasi perkembangan hukum yang mengatur perbankan 
syariah di Indonesia adalah sebagai berikut: 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
Secara substansi, Undang-Undang ini merupakan peraturan perbankan 
nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvesional dibandingkan 
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bank syariah. Tidak banyak pasal yang mengatur tentang bank syariah dalam 
Undang-Undang ini. Kata ‘bank syariah’ juga tidak disebutkan secara eksplisit. 
Undang-Undang ini hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan 
prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (profit sharing) (lihat 
Pasal 1 butir 12 & Pasal 6 huruf l). Prinsip bagi hasil (mudharabah) dalam peraturan 
perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum secara yuridis normative dalam 
pengoperasian perbankan syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem 
perbankan ganda (dual banking system).
6
 
Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengizinkan bank 
beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak ada petunjuk lebih lanjut bagaimana 
bank tersebut mesti dijalankan. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman dan 
petunjuk yang jelas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 
72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dan diundangkan pada 




Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa ungkapan bank bagi 
hasil secara prinsip merupakan terminologi yang digunakan untuk bank Islam atau 
bank Syariah. Artinya yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip 
muamalah yang berdasarkan pada syariah. Kata syariah secara jelas merujuk pada 
hukum Islam. Maka, prinsip dasar bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya 
adalah hukum Islam atau syariah. 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
Pada Tahun 1998 muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana terdapat 
beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan 
Perbankan Syariah. Berbeda dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang tidak mengatur 
secara pasti perbankan syariah, ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah 
dalam UU No. 10 Tahun 1998 lebih lengkap (exhaustive) dan sangat membantu 
perkembangan perbankan syariah di Indonesia. UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas 
menggunakan kata bank syariah dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank 
umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada 
prinsip syariah. 
Selanjutnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah 
memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi 
bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundangan tersebut memberi 
kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain 
melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh Bank Konvensional. 
Dengan kata lain, Bank Umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya 
secara konvensional dan sekaligus dapat melakukannya berdasarkan prinsip syariah. 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi dasar hukum bagi penerapan dual 
banking system di Indonesia.
8
. 
Dengan berlakunya dual banking system, maka banyak aturan-aturan 
tambahan yang dimaksukan dalam Undang-Undang ini yang memberikan 
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kewenangan kepada bank Umum untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 
prinsip-prinsip syariah. Antara lain Pasal 1 butir 12, Pasal 6 huruf m, Pasal 7 huruf c, 
Pasal 8 ayat (1 & 2), Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 
37 ayat (1) huruf c). Ketentuan tersebut  menunjukkan perluasanan eksistensi bank 
syariah dalam melaksanakan kegiatannya, di mana dalam UU sebelumnya hal 
tersebut tidak diatur secara jelas 
 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan pemerintah, 
mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 
70 pasal dan dibagi menjadi 13 Bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan 
Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam 
UU ini adalah terkait dengan tata kelola (corporate governance), prinsip kehati-
hatian (prudential principles), menajemen resiko (risk menagement), penyelesaian 
sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan 
pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam 
mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini pengaturan 
dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 
Jasa Keuangan. Dengan adanya UU khusus yang mengatur perbankan Syariah serta 
instrumen hukum lainnya, diharapkan eksistensi perbankan syariah semakin kokoh, 
para investor semakin tertarik untuk melakukan bisnis di bank syariah sehingga 




2.2 Implikasi Hukum Terhadap Diundangkannya Undang-Undang No 
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki 
XIII Bab dan 70 Pasal. Masing-masing bab dan pasal tersebut tentu memiliki makna 
tersendiri yang berpengaruh bagi eksistensi perjalanan perbankan syariah di 
Indonesia pasca ditetapkannya UU tersebut. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 
memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan 
memberikan implikasi tertentu, meliputi: 
Pertama, Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya 
perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 
Kedua, Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua 
pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2) penetapan 
pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip 
syariah. 
Ketiga, Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti 
halnya akuntan publik, konsultan dan penilai. 
Keempat, Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan 
definisi yang ada dalam Undang-Undang sebelumnya tentang perbankan (Undang-
Undang Nomor 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa 
transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam 
meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa). 
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Selain itu ada beberapa poin penting baru yang perlu dicermati dalam UU 
Perbankan Syariah tersebut, karena memiliki makna dan implikasi yang cukup 
signifikan bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Beberapa poin penting 
tersebut diantaranya adalah:
9
 (1) Kepastian Hukum; (2) Perbankan Syariah Dan 
Pencantuman Kata “Syariah” Pada Nama Bank Syariah; (3) Konversi dan Perubahan 
Bank Syariah. 
2.3 Komparasi Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Dengan Undang-
Undang Bank Syariah Di Malaysia 
 
Tahap awal pengembangan perbankan Islam di Malaysia dimulai dengan 
dikeluarkannya Islamic Banking Act pada tahun 1983. Dengan dikeluarkannya UU 
tersebut maka bank sentral Malaysia, yaitu Bank Negara Malaysia diberikan 
wewenang untuk mengatur serta mengawasi perbankan Islam seperti layaknya 
perbankan konvensional. Bank Islam yang pertama kali beroperasi di Malaysia 




Dengan dikeluarkannya UU tersebut maka bank sentral Malaysia, yaitu Bank 
Negara Malaysia diberikan wewenang untuk mengatur serta mengawasi perbankan 
Islam seperti layaknya perbankan konvensional. Bank Islam yang pertama kali 
beroperasi di Malaysia adalah Bank Islam Malaysia Berhad ( BIMB ) dimana bank 
ini mulai beroperasi pada 1 Juli 1983. 
Pada Tahun 1993 perkembangan perbankan Islam di Malaysia memasuki 
tahap pengembangan yang baru dimana diperkenalkan skema Skim Perbankan Tanpa 
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Faedah atau Inteterest Free Banking Scheme (IFBS) dimana Perbandingan Lembaga 
Keuangan Islam Indonesia dan Malaysia Volume 1 Nomor 2, November 2010 149 
dalam skema ini bank konvensional sangat mungkin untuk turut serta memasarkan 
produk yang ada pada perbankan Islam dengan menggunakan sistem Islamic 
Windows. Dengan adanya cara ini maka jumlah kantor bank yang menawarkan 
produk bank Islam meningkat dengan cukup pesat di Malaysia. 
Lembaga keuangan Islam yang meliputi bank Islam yang ada di Indonesia 
dan Malaysia maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diungkapkan bahwa 
Perbankan Islam di Malaysia dimulai pada tanggal 1 Juli Tahun 1983 yang ditandai 
lahirnya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan sebelumnya juga sudah 
dikeluarkan Islamic Bank act (1983). Sedangkan perbankan Islam di Indonesia 
dimulai Tahun 1992 yang ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. 
Sedangkan Undang-Undang perbankan Syariah baru dikeluarkan Tahun 2008 yaitu 
Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selain itu juga 
terdapat perbedaan pada produk-produk yang ditawarkan oleh masing-masing bank 




3.1.1 Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan 
Syariah Di Indonesia 
 
Secara singkat periodisasi perkembangan hukum yang mengatur perbankan 
syariah di Indonesia, yaitu sebagai berikut: 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, secara substansi, UU ini merupakan 
peraturan perbankan yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvesional 
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dibandingkan bank syariah. Kata ‘bank syariah’ juga tidak disebutkan secara 
eksplisit. UU ini, hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan 
prinsip bagi hasil (profit sharing) (Pasal 1 butir 12 & Pasal 6 huruf l).  
UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata bank syariah dan 
mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan 
melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. Ketentuan tersebut 
menunjukkan adanya perluasanan eksistensi bank syariah. 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pada tahun 2008, Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan dukungan pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Aspek 
baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (corporate 
governance), prinsip kehati-hatian (prudential principles), menajemen resiko (risk 
menagement), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah 
serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Dengan adanya UU khusus 
yang mengatur perbankan Syariah serta instrumen hukum lainnya, diharapkan 
eksistensi perbankan syariah semakin kokoh. 
3.1.2 Implikasi Hukum Terhadap Diundangkannya Undang-Undang No 
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
 
Dengan diundangkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang 
Perbankan Syariah memiliki makna dan implikasi yang cukup signifikan bagi 
industri perbankan syariah di Indonesia. Implikasi yang paling utama yaitu perihal 
kepastian hukum. Problem mendasar dari perbankan nasional berbasis syariah  
sebelum disahkannya UU Perbankan Syariah adalah kurangnya kepastian hukum. 
UU Perbankan Syariah tahun 2008 ini memberikan payung hukum yang jelas dan 
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memberikan kepastian hukum bagi sistem perbankan syariah, sehingga orang-orang 
yang mau terjun di bidang perbankan syariah, baik investor, nasabah, ataupun 
praktisinya, menjadi tidak ragu karena ada dasar hukum yang jelas. Di samping itu, 
UU ini juga memberikan dorongan bagi masuknya potensi dana-dana investasi dari 
luar negeri, terutama dari timur tengah. 
Dengan disahkannya UU Perbankan Dalam penjelasan umum Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa guna menjamin kepastian 
hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat 
dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah. Dalam Undang-Undang 
Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan 
usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah 
yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. 
 
3.1.3Komparasi Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Dengan Undang-
Undang Bank Syariah Di Malaysia 
 
Berdasarkan uraian yang terkait dengan lembaga keuangan Islam yang 
meliputi bank Islam yang ada di Indonesia dan Malaysia maka ada beberapa 
kesimpulan yang dapat diungkapkan bahwa Perbankan Islam di Malaysia dimulai 
pada tanggal 1 Juli Tahun 1983 yang ditandai lahirnya Bank Islam Malaysia Berhad 
(BIMB) dan sebelumnya juga sudah dikeluarkan Islamic Bank act (1983). Sedangkan 
perbankan Islam di Indonesia dimulai Tahun 1992 yang ditandai dengan 
beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan Undang-Undang perbankan 
Syariah baru dikeluarkan Tahun 2008 yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2008 
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tentang perbankan syariah. Selain itu juga terdapat perbedaan pada produk-produk 
yang ditawarkan oleh masing-masing bank syariah di Indonesia dengan Malaysia. 
3.2  Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan 
memberikan saran sebagai berikut: 
Pertama, dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah, sehingga telah memberikan 
landasan atau dasar hukum serta sudah terjaminnya kepastian hukum terkait proses 
beroperasinya perbankan syariah di Indonesia. Dalam hal ini diharapkan perbankan 
syariah lebih meningkat eksistensinya dalam industri perbankan di Indonesia. 
Kedua, dengan adanya tulisan ini diharapkan pelaku usaha industri perbankan 
syariah lebih giat lagi untuk mensosialisasikan berbagai macam produk dan 
keunggulan sistem perbankan syariah kepada masyarakat di Indonesia yang 
mayoritas penduduknya beragama islam. Agar masyarakat lebih tertarik dalam 
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